ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Mdn)
OLEH
ABDUL GANI
NPM : 12.840.0136
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Persaingan usaha yang sehat telah menjadi acuan bagi para pelaku usaha
semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang Persaiangan Usaha).
Dalam perjalanan Undang-undang Persaingan Usaha, sejumlah pelaku usaha telah
dihukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU (Komisi Pengawas Persaingan
Usaha), bahkan ke pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung. Adapun yang menjadi
permasalahan yang diajukan dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penyebab pelaku usaha mengajukan keberatan atas Putusan KPPU
(Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Nomor 06/KPPU-L/2014 dan bagaimana
prosedur dalam pengajuan keberatan yang diajukan?

2. Apakah akibat hukum dari keberatan pelaku usaha terhadap Putusan KPPU (Komisi
Pengawas Persaingan Usaha) serta Pertimbangan Hakim dan Putusan majelis
terhadap upaya hukum pelaku usaha?

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah Normatif yaitu penelitian dengan
mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber
bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat
ilmiah dan penelitian empiris yaitu penelitian melalui observasi dari lapangan,
wawancara narasumber, sifat penelitian penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis
yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan gambaran isi atau makna
aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang
menjadikan objek kajian penelitian. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Medan
yang sekaligus lokasi memperoleh data Putusan Nomor.13/Pdt.G/2015/PN/Mdn. Waktu
penelitian pada tanggal 03 Mei — 16 Mei 2016.Teknik pengumpulan data secara primer,
sekunder dan tersier. Faktor penyebab pelaku usaha mengajukan keberatan terhadap
putusan KPPU (Komisi Pengawas persainganUsaha) adalah KPPU (Komisi Pengawas
Persaingan Usaha) melanggar hukum didalam proses pemeriksaan persidangan, KPPU
(Komisi Pengawas Persaingan usaha) melakukan deskriminasi hukum, termohon terbukti
melanggar Pasal 47 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, prosedur dalam
pengajuan keberatan atas Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yaitu
dengan keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha
pelaku usaha paling lambat 14 (Empat Belas) hari, keberatan diajukan oleh lebih dari 1
(Satu) pelaku usaha. Putusan majelis hakim yaitu mengabulkan permohonan dari
termohon untuk sebagian, membatalkan Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan
Usaha).
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